


Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan
Pelatihan Koeding dan Kecerdasan Artifisial (Pelatihan KKA) bagi Guru, dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mm'{sinerg;ikan tar.nggunlg
jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana F:e]auhan KKA bagi Guru.r

(2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan }'lukum bagi
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan KKA bagi Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan KKA bagl Guru;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan KKA bagi
Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran sebanyak I

[satu) orang guru.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

{1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menvusun REencana Anggaran Biaya (RAB] PNBP Fungsional Pelatihan
KKA bagi Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain
belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja jasa profesi sebagai
pembentuk tarifl PNBP Fungsional. Komponen biaya tersebut tidak
termasuk hiaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;

. menyvusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBP bagi Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi
bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas
dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan
panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;




. membuka

rekening penerimaan PNBP dan rekening RPL yang
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PILHAK KEDUA;

melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan [(MP) serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;

menvelenggarakan Pelatihan KKA bagi Guru sesuai dengan struktur
program yang telah ditetapkan;

menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran
biaya Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA;

menvampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru
kepada PIHAK KEDUA; dan

Mengadministrasikan dan menyimpar seluruh bulkti
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKA bagi Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.

mengalokasikan biaya Pelatihan KKA bagi Guru yang meliputi tarif
PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA
PIHAK;

melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK
KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatthan KKA bagi Guru, sesuai
kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;

menerima kuitansi tanda terima pembayaran biava Pelatihan KKA bagi
Guru dari PIHAK KESATU, dan

menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dari
PIHAK KESATU.

Pasal 5
Pembiavaan

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru berasal dari
Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan
m‘Ekanle‘?NEF vang dikelola oleh PIHAK KESATLU,

(2) Biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar Rp1.924.000(satu juta sembilan ratus dua puluh
empat ribu) forang dengan rincian sebagai berikut :







Pasal 9
Sanksi

i il iiban yang diatur pada kontrak
! PARA PIHAK tidak melaksanakan kewaji .
i:ggzllzama ini. maka akan diberikan sanksi sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) ada]ah peristiwa seperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banprlrrkebsrtkaran. perang,
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secard
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan. ;

(2) Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) scbagaimana -:Iilmaksud pada
ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majewre)
wajib memberitahukan kepada pihak lain dizertai surat keterangan yang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
vang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berilut:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat SMEKN 1 Kotaraja

PPK Kepala Sekolah

Jalan Gajahmada No 173 Jempong Jalan TGH Abdul Qadir, Desa
Baru, Kec, Sekarbela, Kota Mataram Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok
No Telp (0370) 620870 Timur

Surel: bgtkntb@kemendikdasmen.go.id No Telp (087778769434)

No.wa Waka Humas (081918454249)
: Surel: smknkotaraja@ymail .com
Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas,

wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak
yang lain.







